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NOTULA 
 

Rapat : Forum Internal Perangkat Daerah 
Hari, tanggal : Kamis, 19 Februari 2026 
Waktu : 08.00 WIB - Selesai 
Tempat : Aula Dinas Sosial 
Pimpinan Rapat :  
 
Acara: 
1. Pembukaan 

Acara dibuka oleh Arinda Sita Putri, S.E 
2. Materi  
FIPD PENYUSUNAN RENJA 2027 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG 

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 

1. Acara dimulai pada pukul 8.20 WIB, dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial 

Kabupaten Temanggung, Ibu Umi Lestari Nurjanah Bersama dengan 

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Bapak Tomi Adi Purnomo 

2. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa 

3. Dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Sosial 

Kabupaten Temanggung, Ibu Umi Lestari Nurjanah. Dalam sambutannya, 

belio menekankan bahwa FIPD ini sangat penting untuk Menyusun Renja 

2027. Terapat 5 SPM yang terdapat di Dinsos, 4 di bidang Rehabsos dan 1 di 

Bidang Linjamsos. Persentase Lansia mendapat Rehabilitasi Sosial, 

Persentase anak terlantar mendapat Rehabilitasi Sosial, Persentase 

disabilitas mendapat Rehabilitasi Sosial, Persentase gelandangan dan 

pengemis mendapat Rehabilitasi Sosial dan Persentase korban bencana 

mendapat Perlindungan Sosial. Beberapa hal yg perlu diperhatikan: 

a. Selarasakan program dan kegitaan antar bidamg dengan hasil 

musrenbang kecamatan 

b. Pertajam indicator serta target kinerja program dan kegiatan 

c. Evaluasi kinerja tahun kemarin sehingga muncul sinergitas dengan pihak 

lain 

4. Dilanjutkan dengan penyampaian oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten 

Temanggung Bapak Tomi Adi Purnomo. Sampai dengan TW 4 2025 nilai IKM 

dari target 87 dapat dicapai 89,98, nilai akip 2025-2029 dari target 70 apat 

dicapai 78,20. Prosentase perlindungan sosial dari target 84,065 tercapai 

91,94, indicator utama dari target 60,13 tercapai 82,87. Target 2027 

diperkirakan akan tercapai. Terkait dengan SPM dikaitkan dengan prioritas 

bupati permakanan lansia, UEP lansia potensial dan rumsing smg yogya. 

Maka unuk dapat dijadikan perhatian di penyusunan Renja 2027. Di Dinsos 

ada 7 program 15 kegiatan 48 sub kegiatan. Bedasarkan pagu indikatif awal 

Feb 2026, Dinsos baru mendapatkan alokasi 3.425.882.524 belum termasuk 

Gaji tunjangan pegawai dan DBHCHT.  



5. Dilanjutkan dengan penyampaian oleh Kasubbagrenkeu Dinas Sosial 

Kabupaten Temanggung, Ibu Aries Soeprihantini. Dari alokasi 

3.425.882.524, EX BAU mendapat alokasi 1.291.499.786 sedangkan bidang 

urusan sebesar 2.134.382.738. Alokasi tahun 2027 terlihat kecil 

dikarenakan belum ada dana DBHCHT dan juga Pokir. Alokasi untuk urusan 

bidang disamakan dengan anggaran APBD 2026. 

6. Terkait dengan Rumsing Yogya – Semarang masih terdapat kekuranggan 

anggaran dan dimungkinkan tetap membutuhkan perubahan anggaran. 

pembayaran gaji petugas jaga, listrik, air dan internet dimintakan Baznas. 

Untuk 2027, atas Saran dari Bapperida dapat dibuatkan RAB kebutuhan 

Rumsing selama setahun, apa saja yg kiranya dapat dicover oleh Dinas 

Sosial dan Baznas, juga dapat sebagai laporan kepada Bupati atas program 

prioritas Bupati. 

7. Pembagian Bidang: 

a. Dayasos : Sarpras Panti tahun 2026 ditiadakan dulu dikarenakan sarpras 

panti masih memungkinkan, apabila tahun 2027 mau diusulkan 

dipersilahkan melalui nota dinas. Untuk tahun 2026, dapat diusulkan 

perubahan anggaran juga melalui nota dinas untuk kebutuhan yang 

kurang. Dayasos mendapat tambahan sebesar 10.000.000 dari JPS 

Rehabsos untuk Program Taman Makam Pahlawan sehingga menjadi 

76.000.000 

b. Rehabsos: Program penanganan migran bermasalah tetap dipertahankan 

sebesar 7.500.000. Program rehabilitasi sosial mendapat 924.750.000 

dikurangi dengan 10.000.000 yang diberikan ke Program TMP sehingga 

menjadi 914.750.000. Program PMKS mendapat anggaran 348.250.000 

c. Linjamsos :  

a. Pak Galih :  

i. Perbup UEP berbunyi untuk penerima usia 18-60 th (usia 

produktif), sementara klo provinsi disesuaikan di juknis 

dibunyikan “penerima 18-69 th dan usia produktif.”  Klo sesuai 

prioritas Bupati lansia harus menerima maka tidak 

menggunakan bahasa UEP tapi bisa jadi bantuan kewirausahaan 

bisa dari Sentra Kartini, JPS, atau yang lainnya tidak terpaku 

dengan UEP. Kondisi di 2026 BNBA di DPA sudah usia produktif.  

b. Bu Yuni : Perlu dikonsultasikan apakah aspirasi harus bantuan 

kewirausaan untuk lansia. Mengingat lansia sudah tidak kompatibel 

untuk berwirausaha, sedangkan lansia menerima kebutuhan hidup 

layak. 

c. Bu Aries :  

i. Kemunculan aspirasi prioritas bupati (Kewirausahaan Lansia) 

sudah melewati FGD dengan Kepala Bidang, sehingga sudah 

masuk di RPJMD dan harus dilaksanakan. Di linjamsos 

terbentur Perbup UEP, di Rehabsos terbentur bantuan untuk 

lansia adalah pemenuhan kebutuhan hidup layak, maka ada 

potensi untuk masuk di Pemberdayaan Sosial.  

ii. Indeks angka bantuan permakanan anak panti tidak 

diperbolehkan untuk dikurangi. 

d. Bu Wahyu : Perlu mengkaji di Kepmendagri terkait komenklatur 

kegiatan dan sub kegiatan apakah bantuan Kewirausahaan Lansia 

bisa dimasukkan ke Pemberdayaan Sosial dan menunggu keputusan 

pimpinan.  

d. Arahan Lanjutan Kepala Dinas :  





FOTO KEGIATAN 

FORUM INTERNAL PERANGKAT DAERAH (FIPD) 

DINAS SOSIAL 2026 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 


